AMANISAL - Jurnal Teknologi dan Manejemen Perikanan Tangkap
(E-ISSN 2988-3172, P-ISSN 2085-5109)

URL: https://0js3.unpatti.ac.id/index.php/amanisal/index
https://doi.ora/10.30598/amanisal.v15i1.25337

Vol. 15| No. 1: 33 - 42
Mei, 2026

Dt Peer-Reviewed
-

Integrasi Pengawasan Ruang Udara-Laut untuk Pengelolaan Perikanan
Tangkap: Perspektif Hukum Udara dan Laut Internasional

(Integrating Airspace and Maritime Surveillance in Capture Fisheries Management:
An International Air and Maritime Law Perspective)

Irma H. Hanafi'™, Welly A. Riry?!, Ifa T. Tazkira?2

1Program Studi limu Hukum, Fakultas Hukum, Univeristas Pattimura,
JI. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka - Ambon
2Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana-Universitas Padjajaran,
JI. Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

Email: irma.hanafi@lecturer.unpatti.ac.id, welly.riry@lecturer.unpatti.ac.id, ifatazkira@gmail.com.

Abstract

Article Info :

Recived :07 April 2026
Accepted : 23 Mei 2024
Online 1 25 Mei 2026 This study examines the integration of airspace utilization into capture fisheries

surveillance from the perspective of international air law and the law of the
sea, with particular emphasis on ifs operational relevance for fisheries
management. The growing prevalence of illegal, unreported, and
unregulated (IUU) fishing, combined with the limited coverage and high
operational costs of conventional sea-based patrols, necessitates more
adaptive and technology-driven monitoring systems. In this context,
unmanned aerial vehicles (UAVs) offer practical advantages, including real-
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time monitoring, wider spatial coverage, and cost efficiency, making them
increasingly relevant for strengthening fisheries surveillance, particularly in
archipelagic states such as Indonesia. This research employs a normative
juridical approach, complemented by conceptual and comparative
analyses of the Chicago Convention and the United Nations Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS). The findings reveal a normative fragmentation
between the principle of complete and exclusive sovereignty over airspace
and the concept of sovereign rights in maritime zones, especially within the
Exclusive Economic Zone (EEZ), which creates legal uncertainty in the
deployment of UAV-based surveillance systems. At the same time, this study
identifies a regulatory lag, where existing legal frameworks have not fully
accommodated the rapid development of multidomain surveillance
fechnologies. Beyond its legal analysis, this study highlights the operational
implications of UAV integration in fisheries monitoring systems, including
improved detection of illegal activities, enhanced maritime domain
awareness, and more efficient enforcement strategies. As a key contribution,
the study proposes an integrated air-sea surveillance governance model
based on the concept of functional sovereignty integration, which aligns
legal frameworks with technological and institutional needs. This model
provides both theoretical contributions to international law and practical
policy guidance for improving fisheries surveillance and governance in
Indonesia.
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Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap merupakan salah satu pilar penting
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pesisir, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Namun, keberlanjutan sektor ini
menghadapi tantangan serius akibat praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan
tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing — IUU fishing) yang terus meningkat
secara global. Selain menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, praktik ini juga
berdampak langsung terhadap degradasi stok ikan dan ketidakseimbangan ekosistem laut.
Dalam konteks Indonesia, luasnya wilayah perairan, karakteristik geografis yang kompleks,
serta keterbatasan kapasitas pengawasan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan
pengelolaan perikanan tangkap yang efektif dan berkelanjutan. Organisasi seperti Food and
Agriculture Organization mencatat bahwa IUU fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi,
tetapi juga mengancam keberlanjutan stok ikan dan stabilitas ekosistem laut (FAO, 2020).
Dalam konteks Indonesia, luasnya wilayah perairan dan kompleksitas geografis semakin
memperumit upaya pengawasan yang efekfif.

Secara konvensional, pengawasan sumber daya perikanan dilakukan melalui patroli
laut menggunakan kapal pengawas dan, dalam beberapa kasus, pesawat udara berawak.
Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan signifikan, fterutama dalam hal biaya
operasional, jangkauan, dan efisiensi waktu (Petrossian, 2015). Dengan luas wilayah laut
Indonesia yang mencakup lebih dari 3,25 juta km?, pendekatan berbasis patroli konvensional
menjadi fidak memadai untuk menjamin efektivitas pengawasan secara menyeluruh. Oleh
karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pengawasan yang tidak hanya berbasis pada
kekuatan fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kapasitas deteksi
dan respons.

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi penginderaan jauh, sistem satelit, dan
kendaraan udara tanpa awak (unmanned aerial vehicles — UAV) menawarkan solusi strategis
dalom memperkuat sistem pengawasan  perikanan. Teknologi ini memungkinkan
pemantauan secara real-time, cakupan wilayah yang lebih luas, serta pengumpulan data
yang lebih akurat (Klemas, 2015). UAV secara khusus memiliki keunggulan dalam fleksibilitas
operasional dan efisiensi biaya dibandingkan metode patroli konvensional, sehingga semakin
relevan dalam mendukung sistem pengawasan modern.

Infegrasi UAV dengan sistem pemantauan lainnya, seperti automatic identification
system (AIS) dan citra satelit, berkonftribusi signifikan dalam meningkatkan maritime domain
awareness, yang menjadi elemen kunci dalam mendeteksi dan mencegah praktik illegal,
unreported, and unregulated fishing (IUU fishing). Pemanfaatan teknologi ini juga telah
diadopsi di berbagai negara sebagai bagian dari pendekatan pengawasan berbasis
teknologi untuk mengidentifikasi aktivitas ilegal di laut.

Di sisi lain, penggunaan teknologi penginderaan jauh berbasis satelit telah lama menjadi
perhatian dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam konteks hukum ruang
angkasa yang berkaitan dengan yurisdiksi dan kedaulatan negara (Hanafi, 2011). Dengan
demikian, pemanfaatan UAV fidak hanya memiliki relevansi teknis, tetapi juga memainkan
peran strategis dalam mendukung tata kelola perikanan tangkap yang lebih adaptif,
terintegrasi, dan berbasis data.

Meskipun demikian, pemanfaatan ruang udara untuk pengawasan  maritim
memunculkan tfantangan hukum yang kompleks, terutama terkait status hukum UAV dalam
hukum humaniter internasional dan hukum udara internasional (Huwae et al., 2022; Van
Harling ef al., 2024). Berdasarkan Chicago Convention, sefiap negara memiliki kedaulatan
penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya, yang menjadi dasar utama dalam
pengaturan aktivitas penerbangan dan pengawasan udara lintas negara (Saily et al., 2022;
Tiwery et al., 2024). Konsekuensinya, penggunaan UAV dalam kegiatan pengawasan
perikanan, khususnya yang melibatkan operasi lintas batas, harus tunduk pada persetujuan
negara yang bersangkutan, sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan operasional
serta risiko konflik yurisdiksi.

Di sisi lain, pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan diatur dalam rezim
hukum laut internasional, khususnya melalui United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS), yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengelola dan
menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun, UNCLOS fidak secara eksplisit
mengatur pemanfaatan ruang udara dalam konteks pengawasan perikanan, sehingga
menciptakan celah normatif dalam implementasi feknologi pengawasan berbasis udara.
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Ketidaksinkronan antara kedua rezim hukum ini menunjukkan adanya fragmentasi
normatif dalam merespons perkembangan teknologi pengawasan modern. Hukum udara
menekankan kedaulatan dan kontrol ruang udara, sementara hukum laut berfokus pada
yurisdiksi sumber daya di wilayah perairan. Ketidakterpaduan ini menjadi semakin signifikan
ketika UAV digunakan sebagai instrumen pengawasan multidomain yang beroperasi pada
persimpangan antara ruang udara dan wilayah laut, khususnya di kawasan perbatasan dan
laut lepas (Rothwell & Stephens, 2016). Dalam praktiknya, kondisi ini fidak hanya menimbulkan
ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada efektivitas pengawasan perikanan,
terutaoma dalam mendeteksi dan merespons aktivitas 1IUU fishing secara cepat dan
terintegrasi.

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas penggunaan teknologi dalam
pengawasan perikanan, termasuk infegrasi sistem satelit dan automatic identification system
(AIS) untuk mendeteksi aktivitas kapal (Kroodsma et al., 2018). Namun, kagjian yang secara
khusus mengintegrasikan perspektif hukum udara dan hukum laut dalom konteks
pemanfaatan UAV untuk pengawasan perikanan masih sangat terbatas. Sebagian besar
penelitian cenderung berfokus pada aspek teknis atau kebijakan sektoral tanpa mengkaiji
implikasi hukum lintas rezim serta dampaknya terhadap efektivitas tata kelola perikanan
secara komprehensif.

Dengan demikion, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih integratif dalam memahami pemanfaatan ruang udara untuk
pengawasan sumber daya perikanan. Pendekatan ini tidak hanya harus mempertimbangkan
aspek hukum, tetapi juga dimensi operasional dan tata kelola pengawasan perikanan,
fermasuk peran UAV dalam meningkatkan maritime domain awareness, efisiensi
pemantauan, dan efektivitas penegakan hukum. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia,
pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat luas wilayah laut, kompleksitas yurisdiksi,
serta tingginya kerentanan terhadap praktik IUU fishing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)
bagaimana interaksi dan potensi konflk antara rezim hukum udara dan hukum laut
internasional dalam pemanfaatan ruang udara untuk pengawasan perikanan; (2)
bagaimana peran teknologi UAV dalam mendukung efektivitas sistem pengawasan
perikanan tangkap; dan (3) bagaimana model infegrasi pengawasan udara-laut dapat
dikembangkan untuk meningkatkan pengendalian IUU fishing dan tata kelola perikanan di
Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaiji secara komprehensif pemanfaatan ruang udara
dalam pengawasan sumber daya perikanan tangkap dengan mengintegrasikan perspektif
hukum udara dan hukum laut internasional serta kebutuhan operasional pengawasan
perikanan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menjembatani fragmentasi
antara kedua rezim hukum fersebut melalui pendekatan multidomain (udara-laut), sekaligus
mengaitkannya dengan pemanfaatan teknologi UAV dalam praktik pengawasan. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam
pengembangan hukum internasional, tetapi juga menghasilkan implikasi praktis bagi
penguatan sistem pengawasan dan fata kelola perikanan tangkap di Indonesia.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama,
yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur
pemanfaatan ruang udara dan wilayah laut dalam konteks pengawasan sumber daya
perikanan tangkap. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji
kesesuaian serta potensi integrasi antara rezim hukum udara dan hukum laut internasional
dalam merespons perkembangan teknologi pengawasan modern, khususnya penggunaan
unmanned aerial vehicles (UAV). Pendekatan ini sejalan dengan kajian hukum internasionall
yang menekankan analisis normatif terhadap interaksi antar rezim hukum global (Anwar et al.,
2021)

Untuk memperkuat kedaloman analisis, penelitian ini didukung oleh beberapa
pendekatan pendukung. Pertama, pendekatan konseptual (conceptual approach)
digunakan untuk membangun kerangka analisis yang menghubungkan konsep kedaulatan
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ruang udara, yurisdiksi maritim, dan maritime domain awareness dalam konteks pengawasan
perikanan berbasis teknologi. Kedua, pendekatan komparatif (comparative approach)
digunakan untuk membandingkan praktik pengawasan perikanan berbasis UAV di beberapa
negara, seperfi Australia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Perbandingan dilakukan
berdasarkan indikator yang meliputi regulasi penggunaan UAV, model sistem pengawasan
perikanan, strukfur dan koordinasi kelembagaan, serta mekanisme integrasi data dan
teknologi seperti UAV, automatic identification system (AlS), dan satelit. Ketiga, pendekatan
sistem (system approach) digunakan untuk menganalisis pengawasan perikanan sebagai
suatu sistem multidomain yang melibatkan interaksi antara aspek hukum, teknologi, dan
kelembagaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi insfrumen hukum
intfernasional seperti Chicago Convention dan United Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS). Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku, arfikel
jurnal bereputasi, serta laporan lembaga internasional seperti Food and Agriculture
Organization (FAQO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO). Sementara itu, bahan
hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen kebijakan nasional yang
relevan.

Validitas dan relevansi sumber data ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu
otoritas kelembagaan (misalnya dokumen resmi organisasi internasional), reputasi akademik
(jurnal bereputasi dan penerbit iimiah), serta kesesuaian substansi dengan fokus penelitian,
khususnya yang berkaitan dengan hukum udara, hukum laut, dan pengawasan perikanan
berbasis teknologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)
dengan tahapan identifikasi, seleksi, dan klasifikasi sumber secara sistematis sesuai dengan
kebutuhan analisis.

Analisis data dilakukan secara kudalitatif melalui beberapa tahapan analisis. Tahap
pertama adalah identifikasi dan interpretasi norma hukum internasional, khususnya yang
berkaitan dengan kedaulatan ruang udara dan yurisdiksi maritim. Tahap kedua adalah
analisis komparatif, yaitu membandingkan praktik pengawasan berbasis UAV di berbagai
negara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi best practices.
Tahap ketiga adalah analisis infegratif, yang menghubungkan temuan normatif dan
komparatif dengan kebutuhan operasional pengawasan perikanan, khususnya dalam
meningkatkan efektivitas deteksi dan penegakan hukum terhadap praktik IUU fishing. Tahap
keempat adalah sintesis konseptual, yaitu perumusan model integrasi pengawasan udara—
laut berbasis pendekatan multidomain.

Untuk memperkuat relevansi empiris, penelitian ini menggunakan studi kasus Indonesia,
dengan fokus pada wilayah Laut Natuna dan kawasan Indonesia Timur. Pemilinan wilayah ini
didasarkan pada tingginya tingkat kerentanan terhadap praktik IUU fishing, kompleksitas
yurisdiksi maritim, serta keterbatasan kapasitas pengawasan konvensional di wilayah yang luas
dan terpencil. Dengan demikian, kedua wilayah tersebut representatif dalam mengkaiji
kebutuhan integrasi teknologi UAV dalam sistem pengawasan perikanan di negara
kepulauan.

Melalui kombinasi pendekatan utama dan pendukung tersebut, penelition ini
menghasilkan analisis yang fidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan
dimensi operasional dan tata kelola pengawasan perikanan. Kerangka metodologis ini
menjadi dasar dalam merumuskan model konseptual integrasi pengawasan udara-laut yang
disgjikan pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Normatif Wilayah Udara dan Yurisdiksi Maritim dalam Pengawasan Perikanan
Pemanfaatan ruang udara dalam pengawasan sumber daya perikanan menunjukkan

adanya keterkaitan erat antara konstruksi normatif hukum internasional dan kebutuhan

operasional dalam pengawasan perikanan. Dalam hukum udara internasional, prinsip

kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara menjadi dasar utama dalam

pengaturan akftivitas penerbangan, tfermasuk penggunaan UAV unfuk fujuan pengawasan
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(Saily et al., 2022; Hanafi, 2024). Dissisi lain, rezim hukum laut melalui United Nations Convention
on the Law of the Sea memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengelola
dan mengawasi sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk dalam
penegakan hukum terhadap pelanggaran (Rothwell & Stephens, 2016).

Namun demikian, ketfidaksinkronan antara kedua rezim hukum ini fidak hanya
menciptakan persoalan normatif, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas
pengawasan perikanan. Dalam  praktfiknya, keterbatasan yurisdiksi udara dapat
menghambat penggunaan UAV secara optimal, ferutama dalam kegiatan patroli lintas batas
atau pengawasan wilayah laut yang luas. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan deteksi
dan respons terhadap akfivitas IUU fishing, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas
pengelolaan sumber daya perikanan.

Selain itu, prinsip kebebasan navigasi dan overflight di laut lepas semakin memperumit
pengawasan berbasis udara (Churchill & Lowe, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan
hukum fidak dapat dipisahkan dari kebutuhan operasional pengawasan perikanan, sehingga
diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara aspek hukum dan teknologi

Tantangan Hukum Penggunaan UAV dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Penggunaan unmanned aerial vehicles (UAV) dalaom pengawasan sumber daya
perikanan menawarkan potensi signifikan dalam meningkatkan efektivitas monitoring aktivitas
perikanan, khususnya dalam mendeteksi praktik illegal, unreported, and unregulated fishing
(IUU fishing). UAV memungkinkan pemantauan secara real-fime, pengawasan wilayah yang
sulit dijangkau, serta peningkatan kecepatan respons terhadap pelanggaran di laut. Namun
demikian, pemanfaatan teknologi ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum dalam
kerangka hukum internasional.

Salah satu isu utama adalah status hukum UAV dalam hukum udara internasional, yang
hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam Chicago Convention, sehingga
menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi hukum (Abeyratne, 2015). Selain itu, penggunaan
UAV lintas batas tanpa persetujuan negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
kedaulatan, yang menjadi isu sensitif dalam hubungan internasional (Huwae et al., 2022; Van
Harling et al., 2024). Dalam konteks operasional pengawasan perikanan, keterbatasan ini
dapat menghambat efektivitas patroli udara, tferutama di wilayah perairan yang berbatasan
langsung dengan negara lain.

Dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tantangan hukum menjadi lebih kompleks.

Meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola dan mengawasi sumber
daya perikanan, wilayah ini bukan merupakan ruang kedaulatan penuh. Hal ini menimbulkan
ketidakjelasan mengenai legalitas penggunaan UAV asing untuk kegiatan pengawasan di
ZEE, yang pada praktiknya dapat mempengaruhi efektivitas sistem fisheries surveillance
(Guilfoyle, 2019). Ketidakpastian ini berpotensi membatasi pemanfaatan UAV sebagai
insfrumen pengawasan lintas wilayah yang seharusnya mampu meningkatkan cakupan
monitoring aktivitas penangkapan ikan.
Selain itu, penggunaan UAV juga berkaitan dengan isu keamanan dan privasi, khususnya
terkait data yang dikumpulkan dalam kegiatan pengawasan. Data spasial dan aktivitas kapal
yang diperoleh melalui UAV memiliki nilai strategis, baik dalam konteks pengelolaan perikanan
maupun keamanan nasional (Marcel & Jugijir, 2020; Hanafi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan data, tanggung jawab negara, serta
mekanisme pengawasan terhadap operator UAV.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan hukum, praktik di beberapa negara
menunjukkan bahwa UAV telah digunakan secara operasional dalam mendukung
pengawasan perikanan. UAV diintegrasikan dengan sistem pemantauan lain seperti Vessel
Monitoring System (VMS), automatic identification system (AlS), dan penginderaan jauh
berbasis satelit untuk meningkatkan efektivitas deteksi aktivitas ilegal. Integrasi ini
memungkinkan peningkatan maritime domain awareness, yang sangat penting dalam
mendukung sistem pengawasan perikanan yang lebih responsif dan berbasis data.

Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan UAV memiliki potensi besar untuk memperkuat
sistem pengawasan perikanan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan jangkauan
patroli konvensional seperti Laut Natuna dan kawasan Indonesia Timur. UAV dapat berperan
sebagai pelengkap sistem VMS yang telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan
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Perikanan, dengan menyediakan verifikasi visual terhadap aktivitas kapal serta meningkatkan
akurasi deteksi pelanggaran.

Namun demikian, tanpa adanya kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi antara

hukum udara dan hukum laut, pemanfaatan UAV dalam pengawasan perikanan berpotensi
menghadapi kendala implementasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi
yang adaptif dan harmonisasi norma hukum internasional untuk mendukung penggunaan
UAV secara efektif dalam sistem fisheries surveillance.
Dengan demikian, tantangan hukum penggunaan UAYV tidak hanya merupakan persoalan
normatif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pengawasan perikanan.
Kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan kebutuhan operasional
menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran UAV dalam mendukung pengelolaan sumber
daya perikanan yang berkelanjutan.

Praktik Komparatif Pengawasan Perikanan Berbasis Udara

Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan inovatif dalam pengawasan
perikanan berbasis udara. Australia, misalnya, menggunakan kombinasi UAV, pesawat patroli,
dan satelit untuk memantau wilayah perairannya. Amerika Serikat juga mengembangkan
sistem integrated maritime surveillance yang menggabungkan data dari berbagai sumber,
termasuk UAV dan sistem AIS. Uni Eropa melalui European Fisheries Control Agency
mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi tinggi yang terintegrasi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi merupakan kunci dalam
meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, masing-masing negara memiliki pendekatan
regulasi yang berbeda, tergantung pada sistem hukum dan kepentingan nasional. Australia,
misalnya, memiliki regulasi UAV yang relatif fleksibel, sementara Uni Eropa lebih ketat dalam
aspek privasi dan keamanan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum ada standar
infernasional yang seragam dalam penggunaan UAV. Meski demikian, ferdapat
kecenderungan menuju harmonisasi melalui kerja sama regional dan internasional.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik terbaik (best practices) melibatkan integrasi
teknologi, koordinasi kelembagaan, dan kerangka hukum yang adapftif. Dalam konteks
regional, pengaturan seperti Air Defense Identification Zone (ADIZ) juga menjadi instrumen
penting dalam pengawasan wilayah udara (Astuti et al., 2023). Indonesia dapat belajar dari
pengalaman negara-negara tersebut dalam mengembangkan sistem pengawasan berbasis
udara. Namun, adaptasi harus mempertimbangkan kondisi geografis dan hukum nasional
Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, pendekatan komparafif
memberikan wawasan penting dalam merumuskan kebijakan nasional.

Menuju Model Tata Kelola Terintegrasi Pengawasan Udara-Laut

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif, konseptual, dan komparatif yang felah
diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengusulkan suatu model tata kelola terintegrasi
pengawasan udara-laut sebagai pendekatan inovatif dalam pengelolaan sumber daya
perikanan. Model ini berangkat dari premis bahwa pengawasan perikanan di era teknologi
tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus dipahami sebagai suatu sistem
multidomain yang mengintegrasikan ruang udara, wilayah laut, dan teknologi informasi
secara simultan, khususnya untuk meningkatkan efekfivitas fisheries surveillonce dan
pengendalian praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing).

Secara konseptual, kebutuhan akan integrasi ini muncul akibat adanya fragmentasi
normatif antara rezim hukum udara dan hukum laut internasional. Rezim hukum udara yang
dibangun melalui Chicago Convention menegaskan prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif
negara atas ruang udara, yang menjadi dasar utama dalam pengaturan akfivitas
penerbangan dan pengawasan udara lintas negara (Saily et al., 2022; Hanafi, 2024).
Sementara itu, rezim hukum laut melalui United Nations Convention on the Law of the Sea
hanya memberikan hak berdaulat terbatas kepada negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE), khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam (Rothwell &
Stephens, 2016). Ketidaksimetrian ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik pengawasan
berbasis udara di wilayah maritim, yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan
ketidakpastian hukum, serta berdampak pada efektivitas monitoring aktivitas penangkapan
ikan.
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Fragmentasi  tersebut semakin  kompleks dengan berkembangnya teknologi
pengawasan berbasis udara, khususnya penggunaan unmanned aerial vehicles (UAV).
Karakteristik UAV yang fleksibel, mampu beroperasi lintas batas, serta berbiaya relatif rendah
menjadikannya instrumen strategis dalam pengawasan perikanan, terutama dalom
meningkatkan cakupan pemantauan dan deteksi dini akfivitas ilegal. Namun demikian,
absennya pengaturan yang komprehensif dalam hukum internasional terkait UAV
menyebabkan munculnya regulatfory lag, di mana perkembangan teknologi melampaui
kemampuan adaptasi norma hukum yang ada (Abeyratne, 2015). Dalam konteks ini,
penggunaan UAV bahkan dapat dikaitkan dengan isu yang lebih luas, seperti aspek
keamanan, spionase, dan potensi pelanggaran kedaulatan negara (Van Harling et al., 2024).

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengajukan konsep functional
sovereignty integratfion sebagai dasar teoretis dalom membangun model tata kelola
terintegrasi (Gambar 1). Konsep ini menekankan bahwa kedaulatan ruang udara dan hak
berdaulat di wilayah laut tidak harus dipahami secara dikotomis, melainkan dapat
diintegrasikan secara fungsional berdasarkan tujuan penggunaan, khususnya dalam konteks
pengawasan sumber daya perikanan. Dalam kerangka ini, pemanfaatan ruang udara untuk
pengawasan maritim diposisikan sebagai ekstensi dari hak berdaulat negara pantai dalam
mengelola sumber daya alamnya, sepanjang tetap menghormati prinsip-prinsip dasar hukum
infernasional (Tanaka, 2019).

Secara operasional, model ini dibangun di atas konsep maritime domain awareness
(MDA sebagai fondasi infegrasi multidomain. MDA memungkinkan penggabungan berbagai
sumber data, termasuk UAYV, satelit, sistem aufomatic identification system (AlS), Vessel
Monitoring System (VMS), serta patroli laut, ke dalam satu platform pengawasan terpadu.
Integrasi ini memungkinkan deteksi dini terhadap akfivitas ilegal, peningkatan akurasi
pemantauan akftivitas penangkapan ikan, serta respons yang lebih cepat dan efekfif
terhadap pelanggaran di laut (Kroodsma et al., 2018; Petrossian, 2015). Selain itu,
pemanfaatan teknologi penginderaan jauh berbasis satelit juga memperkuat kapasitas
pengawasan dalam skala luas, yang secara hukum telah menjadi bagian dari diskursus hukum
ruang angkasa dan yurisdiksi negara (Hanafi, 2011).

Untuk memperjelas implementasi praktisnya, model ini dioperasionalisasikan melalui
beberapa mekanisme utama, yaitu: (1) integrasi data pengawasan dari UAV, VMS, AlS, dan
satelit dalam sistem pusat berbasis real-fime monitoring; (2) analisis berbasis risiko (risk-based
surveillance) untuk mengidentifikasi aktivitas kapal yang mencurigakan; (3) verifikasi lapangan
menggunakan UAV sebagai alat konfirmasi visual terhadap indikasi pelanggaran; dan (4)
respons penegakan hukum terpadu melalui patroli laut dan koordinasi lintas lembaga.
Mekanisme ini secara langsung mendukung peningkatan efektivitas pengendalian IUU fishing
dan efisiensi sistem pengawasan perikanan.

Namun demikian, integrasi teknologi saja tidak cukup tanpa didukung oleh kerangka
regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, model ini juga menekankan pentingnya harmonisasi
antara hukum nasional dan hukum internasional, khususnya dalam pengaturan penggunaan
UAV. Negara perlu mengembangkan regulasi yang fidak hanya mengatur aspek teknis
penerbangan, fetapi juga mencakup dimensi keamanan, privasi, serta fanggung jawab
negara dalam pengawasan operator penerbangan (Hanafi, 2024). Dalam konteks ini,
pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan regulasi yang fleksibel
namun terkoordinasi menjadi kunci dalam mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa
mengabaikan prinsip kedaulatan.

Gambar 1. Model tata kelola terintegrasi pengawasan udara-laut yang
menggabungkan dimensi hukum, tfeknologi, dan kelembagaan dalam kerangka Maritime
Domain Awareness (MDA) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perikanan,
mengurangi konflik yurisdiksi, serfa memperkuat kepastian hukum dan kedaulatan negara
melalui dukungan kolaborasi sosial dan internasional.

Selain dimensi hukum dan teknologi, model ini juga menempatkan aspek kelembagaan
sebagai elemen penting dalam integrasi pengawasan. Koordinasi antar lembaga, baik di
tingkat nasional maupun internasional, menjadi prasyarat dalom memastikan efektivitas
sistem pengawasan multidomain. Dalam konteks Indonesia, hal ini mencakup sinergi antara
kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas perikanan. Lebih jauh,
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kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta juga dapat berperan dalam meningkatkan
kapasitas teknologi dan pendanaan pengawasan (Anwar et al., 2021).

Di tingkat internasional, pengawasan perikanan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan
akan kerja sama lintas negara. Mengingat karakteristik sumber daya perikanan yang bersifat
migratori dan lintas batas, pengawasan yang efektif memerlukan koordinasi dalam bentuk
perjanjian bilateral maupun kerangka kerja regional. Dalam konteks ini, pengembangan
norma bersama terkait penggunaan UAV dan pengawasan udara menjadi langkah strategis
unfuk mengurangi potensi konflik yurisdiksi, termasuk dalam pengaturan wilayah udara
strategis seperti Air Defense Identification Zone (ADIZ) (Astuti et al., 2023).

Lebih lanjut, model ini juga mengakui pentingnya pendekatan berbasis masyarakat
dalam pengawasan sumber daya perikanan. Keterlibatan masyarakat pesisir dalam
perlindungan sumber daya laut dapat memperkuat sistem pengawasan melalui mekanisme
pelaporan dan pengawasan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan
efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dalam pengelolaan sumber
daya (Hanafi & Riry, 2024; Riry & Hanafi, 2025).

Secara keseluruhan, model tata kelola terinfegrasi pengawasan udara-laut yang
diusulkan dalam penelitian ini mencerminkan pendekatan multidimensional yang
menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan kelembagaan dalam satu kerangka yang
koheren. Dari perspektif teoretis, model ini memberikan konfribusi dalam mengatasi
fragmentasi hukum internasional melalui pendekatan integratif yang lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi. Sementara itu, dari perspektif praktis, model ini menawarkan solusi
konkret dalam meningkatkan efekfivitas fisheries surveillance, efisiensi monitoring aktivitas
penangkapan ikan, serta pengendalian IUU fishing, khususnya bagi negara kepulauan seperti
Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas dan kompleks.

Dengan demikian, integrasi antara ruang udara dan wilayah laut bukan hanya
merupakan kebutuhan operasional, fetapi juga menjadi agenda strategis dalam
pengembangan hukum internasional ke depan. Kemampuan unfuk menjembatani
perbedaan rezim hukum melalui pendekatan fungsional akan menjadi kunci dalam
menciptakan sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan di era teknologi
mulfidomain.

DIMENSI HUKUM ]

Hukum Udara (Kedaulatan)
Hukum Laut (Hak Berdaulat)
Harmonisasi Regulasi UAV
Functional Sovereignty

SR> DIMENSI TEKNOLOGI CORE SYSTEM MDA =[z. DIMENSI KELEMBAGAAN
(Maritime Domain Awareness) 185121
(Integrasi Multidomain)

« UAV / Drone
« Satelit
« AIS
* Remote Sensing
« Patroli Laut
* Vessel Monitoring System (VMS)

OUTPUT SISTEM PENGAWASAN TERINTEGRASI
* Efektivitas Pengawasan Perlatasan * Kepastian Huk
* Deteksi lllegal Fishing @ » P K::::a::n: P O

+ Pengurangan Konflik Yurisdiksi Kedaulatan Negara

» Kementerian/Lembaga
« Penegak Hukum ' ‘
* Koordinasi Nasional “

» Kerja Sama Internasional

+ Kepastian Hukum

DIMENSI SOSIAL & GLOBAL
* Partisipasi Masyarakat * Kerja Sama Regional
} ‘- Kerja Sama Regional * Perjanjian Internasional
* Perjanjian Internasional  Pengaturan ADIZ & UAV

Gambar 1. Model tata kelola terintegrasi pengawasan udara-laut yang menggabungkan
dimensi hukum, teknologi, dan kelembagaan dalam kerangka Maritime Domain
Awareness (MDA) untuk meningkatkan efekiivitas pengawasan perikanan,
mengurangi konflik yurisdiksi, serta memperkuat kepastian hukum dan kedaulatan
negara melalui dukungan kolaborasi sosial dan internasional.
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KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang udara melalui teknologi
unmanned aerial vehicles (UAV) memiliki peran strategis dalam meningkatkan efekfivitas
pengawasan sumber daya perikanan fangkap, khususnya dalam mendeteksi dan
mengendalikan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing). Namun, hasil
analisis juga mengungkap adanya fragmentasi normatif antara hukum udara dan hukum laut
internasional yang menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi pengawasan berbasis
UAV, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini mengusulkan model tata kelola terintegrasi
pengawasan udara-laut berbasis pendekatan functional sovereignty integration yang
menggabungkan dimensi hukum, teknologi, dan kelembagaan dalam kerangka maritime
domain awareness. Secara operasional, model ini menekankan integrasi UAV dengan sistem
pengawasan lainnya seperti Vessel Monitoring System (VMS), automatic identification system
(AIS), dan satelit untuk meningkatkan akurasi deteksi, kecepatan respons, serta efisiensi sistem
fisheries surveillance.

Dalam konteks Indonesia, penerapan model ini berpotensi memperkuat sistem
pengawasan perikanan, terutama di wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Pemanfaatan
UAV sebagai pelengkap sistem yang telaoh ada dapat meningkatkan efektivitas monitoring
aktivitas penangkapan ikan, mendukung penegakan hukum, serta mendorong pengelolaan
perikanan tangkap yang lebih adaptif dan berbasis data.

Dengan demikian, infegrasi pengawasan udara-laut fidak hanya penting secara
konseptual, tetapi juga memilikiimplikasi praktis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan
perikanan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia.
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